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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam
memutuskan hak waris anak bagi anak di luar perkawinan. (2) perbedaan hak waris anak sah dalam perkawinan
dengan hak waris tidak sah dalam perkawinan. (3) relevansi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan yang dijadikan acuan oleh Hakim untuk memutus perkara status
hak waris anak di luar perkawinan. (4) rekontruksi hukum yang dapat diakomodasi oleh hakim kedalam hukum
perkawinan berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI1I/2010 Tentang Status Anak Di Luar
Perkawinan. Jenis Penlitain yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yakni melalui pendekatan
peraturan perundang — undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Undang -
Undang Dasar 1945, KUHPerdata, Hukum Adat, dan Putusan MK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kekuatan
hukum putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat dan setiap anak berhak atas segala bentuk perlindungan. (2)
Terdapat perbedaan hak waris anak sah dan anak tidak sah di dalam perkawinan. (3) Relevansi dari keluarnya putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan mencerminkan dari adanya
prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dimana ini menegaskan bahwa setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
(4) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di luar perkawinan, Hakim
dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menentukan status ayah seorang anak di luar
perkawinan.

Kata Kunci: Anak di luar perkawinan, hak waris, putusan, Mahkamah Konstitusi

Abstract
This research aims to find out: (1) the basic considerations of Constitutional Court Judges in deciding on children's
inheritance rights for children outside of marriage. (2) the difference between the legal inheritance rights of children in
marriage and the inheritance rights of illegitimate children in marriage. (3) the relevance of the Constitutional Court
decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the Status of Children Outside of Marriage which is used as a reference
by Judges to decide cases regarding the inheritance rights of children outside of marriage. (4) legal reconstruction that
can be accommodated by judges into marriage law regarding the Constitutional Court decision Number 46/PUU-
VIll/2010 concerning the Status of Children Outside of Marriage. The type of research used by researchers is normative
legal research, namely through a statutory and regulatory approach and a conceptual approach. The sources of legal
material used are the 1945 Constitution, the Civil Code, Customary Law, and Constitutional Court Decisions. The
research results show that (1) The legal force of the Constitutional Court's decision is binding and every child has the
right to all forms of protection. (2) There are differences in the inheritance rights of legitimate children and illegitimate
children in marriage. (3) The relevance of the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010
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concerning the Status of Children Out of Wedlock reflects the principle of equality before the law, which confirms that
everyone has the right to recognition, guarantees and protection. , and fair legal certainty and equal treatment before
the law. (4) In the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the Status of Children outside of
marriage, Judges can use science and technology to determine the status of the father of a child outside of marriage.

Keywords: Children out of wedlock, inheritance rights, decision, Constitutional Court.
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1. PENDAHULUAN kawin juga dijamin tanpa diskriminasi.

Perkawinan adalah suatu peristiwa
yang sangat penting bagi dua insan
manusia yang telah sepakat mengikat diri
untuk membentuk keluarga dalam rangka
meneruskan keturunan (Adnyani, 2018:3).
Pemerintah pada dasarnya memberikan
cakupan pengertian dari sebuah
perkawinan menurut Undang-Undang
perkawinan sejalan dengan amanat
konstitusi dan tidak bertentangan dengan
dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.Pengaturan hukum tentang
perkawinan telah berlaku sama terhadap
semua warga negara oleh karena itu,
setiap warga negara harus patuh terhadap
hukum yang berlaku, termasuk terhadap
Undang-Undang Perkawinan yang menjadi
landasan untuk menciptakan kepastian
hukum, baik dari sudut hukum keluarga,
harta benda, dan akibat hukum dari suatu
perkawinan.Akibat hukum dari perkawinan
sah adalah mendapat perlindungan
hukum, jaminan kelangsungan hidup, dan
mendapat hak sebagai warga negara.
Begitu sebaliknya jika suatu perkawinan
terjadi tanpa dicatatkan dilembaga yang
berwenang (tidak sah) maka yang menjadi
korban dalam hal ini adalah anak hasil
perkawinan tersebut, karena haknya tidak
didapatkan sepenuhnya. Sehingga perlu
diadakannya pencatatan kawin agar status
perkawinannya menjadi sah menurut
peraturan  perundang-undangan  dan
mendapat perlindungan hukum
sebagaimana mestinya.

Padahal dalam pasal 28 B ayat 2
dinyatakan bahwa “setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas
perlindungan  dari kekerasan dan
diskriminasi”. Konvensi Hak Anak juga
menghendaki bahwa setiap anak harus
dihormati dan dijamin hak-haknya tanpa
diskriminatif dalam bentuk apapun tanpa
dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin,
bahasa, keyakinan, bangsa, etnik,
kekayaan, kelahiran atau kedudukan lain
dari anak atau orang tua anak atau
pengasuh yang sah maka hak-hak anak luar
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Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (2)
menyatakan, bahwa setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup tumbuh dan
berkembang serta berhak atas
perlindungan  dari kekerasan dan
diskriminasi sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan bahwa
anak sebagai tunas, potensi, dan generasi
muda penerus cita-cita perjuangan bangsa
memiliki peran strategis, ciri dan sifat
khusus sehingga wajib dilindungi dari
segala bentuk perlakuan tidak manusiawi
yang mengakibatkan terjadinya
pelanggaran hak asasi manusia. Anak
diluar  perkawinan  hanya  memiliki
hubungan keperdataan dengan ibu dan
keluarga ibunya, tidak dengan ayah
biologis dan keluarganya. Akte kelahiran
anak tersebut hanya mencatat nama
ibunya, tanpa mencantumkan nama
ayahnya, menunjukkan diskriminasi hukum
yang dialami anak dan perempuan karena
ketentuan Undang-Undang Perkawinan
Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-
Undang Perkawinan yang dalam
penerapannya mengakibatkan kesusahan
dan  diskriminasi  khusus  terhadap
perempuan dan anak.

Anak di luar perkawinan bisa
mendapatkan hak waris dari orang tua
biologisnya sesuai Pasal 872 KUH Perdata
jika telah diakui oleh mereka, karena
hukum perdata barat hanya mengakui
mereka  yang memiliki hubungan
keperdataan dengan pewaris untuk berhak
mewarisi. Anak di luar perkawinan berhak
atas akta kelahiran seperti anak sah, tetapi
hanya mencatat nama ibunya sesuai Pasal
43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Jo.
Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, karena
hanya memiliki hubungan keperdataan
dengan ibunya. Sebagai akibatnya, tidak
ada kewajiban hukum dari ayah biologis
kepada anak, dan sebaliknya anak tidak
dapat menuntut hak keperdataan dari
ayahnya. Pengertian perkawinan yang sah



antara Undang-Undang Perkawinan dan
Hukum Islam, mempunyai perbedaan.
Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Perkawinan, salah satu syarat sahnya
perkawinan adalah adanya keharusan
dilakukannya pencatatan  perkawinan.
Sementara dalam Hukum lIslam, tidak ada
keharusan pencatatan perkawinan.
Perbedaan pendapat ini tentu saja akan
mengakibatkan perbedaan juga tentang
status anak dari hasil perkawinan tersebut.

KUH Perdata menjadi landasan
hukum bagi pembagian hak dan
kedudukan anak di luar perkawinan,
seperti yang diatur dalam Pasal 280 yang
menyatakan bahwa pengakuan terhadap
anak di luar perkawinan menciptakan
hubungan perdata antara anak tersebut
dengan bapak atau ibunya. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010 juga menguatkan bahwa bukti
ilmiah dan teknologi dapat menetapkan
hubungan darah serta hak-hak perdata
dengan  keluarga ayahnya. Putusan
Mahkamah Konstitusi memberikan
pandangan baru dalam perlindungan
hukum anak yang lahir di luar perkawinan,
menegaskan bahwa anak tersebut memiliki
hak terhadap hubungan perdata dengan
kedua orang tuanya.

Orangtua harus menjamin kehidupan
yang layak bagi anak, termasuk perawatan,
pendidikan, dan masa depan mereka. Anak
yang lahir dari perkawinan sah umumnya
mendapatkan jaminan ini, sedangkan anak
dari  perkawinan tidak sah  sulit
mendapatkannya. Meskipun Pasal 28B ayat
(2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, berkembang, dan perlindungan,
jaminan ini terhambat oleh Pasal 43 ayat
(2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
yang menyatakan anak luar nikah hanya
memiliki hubungan perdata dengan ibu
dan keluarga ibunya. Pasal 28B ayat (2)
UUD 1945 tidak membedakan kedudukan
anak sah atau tidak sah, sehingga semua
anak seharusnya mendapatkan jaminan
hidup yang sama. Namun, kenyataannya
berbeda, anak dari perkawinan tidak sah
sering tidak mendapat perlindungan
hukum karena terhalang oleh pasal 43 ayat
(1) dan (2) UU Perkawinan No.1 Tahun

1974 yang menyatakan anak luar nikah
hanya memiliki hubungan perdata dengan
ibu dan  keluarga ibunya, serta
kedudukannya  akan  diatur  dalam
peraturan pemerintah. Dalam perspektif
hukum normatif, perlindungan anak sudah
diatur dalam UU Perlindungan Anak.
Namun, perkawinan sirri membuat status
anak tidak diakui oleh negara, meskipun
anak tersebut tidak bersalah. Perkawinan
yang seharusnya bertujuan bahagia dan
sejahtera  terganggu oleh adanya
perkawinan sirri.

Perkawinan sirri tidak diatur dalam
hukum normatif karena tidak diakui oleh
negara, meskipun sah secara agama.
Perkawinan sirri memenuhi syarat dan
rukun nikah dalam Islam tetapi tidak
tercatat dalam buku perkawinan negara.
Oleh karena itu, tidak ada perlindungan
hukum bagi istri maupun anak dari
perkawinan sirri. Putusan Mahkamah
Konstitusi mengubah  Undang-Undang
Perkawinan, khususnya mengenai
kedudukan anak, sehingga mengurangi
perbedaan perlakuan hukum antara anak
sah dan anak di luar perkawinan. Putusan
ini bertujuan melindungi hak anak yang
lahir di luar perkawinan, bukan
mendukung perzinahan. Berdasarkan
konvensi hak-hak anak, hak-hak anak
dapat dikelompokkan dalam empat
kategori: hak untuk kelangsungan hidup,
hak perlindungan, hak tumbuh kembang,
dan hak berpartisipasi. Menurut Pasal 4
hingga Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, hak anak
meliputi hak hidup, tumbuh, berkembang,
dan  berpartisipasi  sesuai  martabat
kemanusiaan; perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi; identitas diri dan status
kewarganegaraan; beribadah; mengetahui
dan diasuh oleh orang tua; layanan
kesehatan; pendidikan; menyatakan
pendapat; beristirahat; bergaul; bermain;
perlindungan dari  diskriminasi  dan
eksploitasi; dan bantuan hukum. Oleh
karena itu penulis ingin melakukan
penelitian tentang Analisis Yuridis Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-
Viii/2010 Tentang Status Anak Di Luar
Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan
Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Waris
Anak Di Luar Perkawinan”.



2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum (legal research) bertujuan
menemukan  kebenaran  koherensi, yaitu
apakah aturan hukum sesuai dengan norma
hukum,  prinsip  hukum, dan tindakan
seseorang. Proses penelitian hukum
memerlukan metode  penelitian yang
mendukung hasil penelitian tersebut (Marzuki,
2017: 47). Jenis penelitian ini adalah penelitian
yuridis empiris (Adnyani, Atmaja & Sudantra,
2022).

Jenis  penelitian yuridis mengarahkan
peneliti tidak hanya mengandalkan teori
hukum, namun juga melakukan pengamatan
empiris terhadap faktor-faktor sosial, kultural,
dan politik yang dapat mempengaruhi
implementasi hukum {Adnyani,
2016). Tujuannya adalah untuk memahami
bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan
sehari-hari dan bagaimana masyarakat dapat
memanfaatkan atau meresponnya (Adnyani,
Mandriani & Asrini, 2019).

Metode yuridis berfokus pada
pengumpulan bahan hukum (Adnyani, 2019).
Data tersebut kemudian dianalisis
menggunakan interpretatif untuk mengevaluasi
keefektifan atau efisiensi suatu hukum atau
kebijakan (Adnyani, 2021). Analisis bahan
hukum untuk mengidentifikasi kelemahan
dalam sistem hukum atau meningkatkan
efektivitas dari sebuah kebijakan hukum
(Adnyani & Purnamawati, 2024).

Penelitian ~ yang  digunakan  adalah
penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji
sistem peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau relevan dengan suatu masalah
hukum. Selain undang-undang, penelitian ini
juga menggunakan bahan pustaka lainnya
(Ishag, 2017: 20). Penelitian hukum normatif
menggunakan studi kasus normatif seperti
mengkaji undang-undang dan berfokus pada
inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin
hukum, penemuan hukum dalam perkara
konkret, sistematik hukum, sinkronisasi,
perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
Dalam penelitian hukum, terdapat tiga
pendekatan yang digunakan: pendekatan

peraturan perundang-undangan (statue
approach), pendekatan kasus (case approach),
dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Pendekatan perundang-undangan
digunakan karena fokus penelitian adalah
aturan hukum. Pendekatan kasus
memanfaatkan penetapan pengadilan yang
relevan  dengan  penelitian,  sedangkan
pendekatan konseptual menggali gagasan dan
konsep hukum dari doktrin dan pendapat
dalam ilmu hukum. Sumber bahan hukum
digunakan untuk menganalisis hukum yang
berlaku, terutama dalam penelitian hukum
normatif yang hanya menggunakan sumber
data sekunder dari literatur yang relevan
dengan objek penelitian (Ishaqg, 2017: 67-68).
Bahan hukum primer adalah sumber hukum
yang otoritatif dan mengikat, seperti Undang-
Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, UU Perkawinan, Kompilasi
Hukum Islam, Hukum Adat, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 46/puu-viii/2010.
Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum
yang tidak mengikat namun memberikan
penjelasan dan hasil penelitian tentang bahan
hukum primer, seperti buku-buku tentang
hukum hak waris dan perkawinan, hasil
penelitian terkait hukum waris dan perkawinan,
serta pendapat para ahli. Bahan hukum tersier
adalah data pendukung yang disortir secara
akurat untuk melengkapi kajian dalam
penulisan, dan bersumber serta dapat
dipertanggungjawabkan.

Teknik analisis data dalam penelitian
ini diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu
data yang nantinya akan dijabarkan dalam
rangkaian kata secara sistematis, yang bukan
merupakan runtutan angka. Data yang telah
terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data
belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan
suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik
kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab
data itu masih merupakan data mentah dan
masih diperlukan usaha atau upaya untuk
mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah
dengan memeriksa, meneliti data yang telah
diperoleh untuk menjamin apakah data dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan
kenyataan.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah
Konstitusi Dalam Memutuskan Hak Waris
Anak Bagi Anak di luar perkawinan

Hakim bertugas memberi keadilan
seadil-adilnya. Keputusan perkara
membutuhkan waktu agar tidak merugikan
pihak manapun. Hakim Mahkamah Konstitusi
seharusnya memberikan keadilan bagi anak-
anak yang terlahir tanpa pilihan mereka. Anak
tidak sah secara hukum dari perkawinan sah
menurut agama menghadapi dampak psikologis
dan diskriminasi masyarakat, yang mengancam
masa depan mereka. Di dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
amandemen Il, pasal 28A menyatakan bahwa
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
Selanjutnya dalam pasal 28B ayat 1
menyatakan bahwa “Setiap orang berhak
membentuk  keluarga dan  melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah”, ayat
2 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi”. Kedudukan
anak di luar perkawinan (termasuk hasil zina)
adalah tanggung jawab bersama ibu dan ayah
biologisnya untuk menghindari diskriminasi.
Nasab anak bukan wewenang Mahkamah
Konstitusi.  Pertimbangan  Hakim  dalam
memutus perkara didasarkan pada undang-
undang. Tidak adil jika tanggung jawab hanya
dibebankan kepada ibu, sehingga Mahkamah
Konstitusi harus memberikan ruang gerak bagi
anak di luar perkawinan untuk mencegah
dampak psikologis dan menjalankan fungsinya
sebagai lembaga peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat
mengikat semua pihak di  Indonesia.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menyatakan bahwa "Anak
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya" bertentangan dengan
UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan
bahwa ayat tersebut harus dibaca sebagai
"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya,
keluarga ibunya, dan ayahnya yang dapat
dibuktikan secara ilmiah atau alat bukti hukum
lainnya." Pasal 43 ayat (1) UUP dan Pasal 100

Kompilasi Hukum Islam telah sejalan dengan
teori fikih yang bersifat universal. Hukum
Indonesia mengatur bahwa anak di luar
perkawinan dapat memperoleh warisan dari
ayahnya jika diakui secara sah oleh ayahnya,
khususnya untuk keturunan Tionghoa sesuai
KUH Perdata. Hak waris anak luar kawin diatur
pada Pasal 862-866 dan Pasal 867 ayat (1) KUH
Perdata. Anak luar kawin dapat mewaris jika
diakui secara sah oleh orang tua. Hanya mereka
yang mempunyai hubungan hukum dengan
pewaris yang berhak mewaris, dan hubungan
hukum ini timbul setelah ada pengakuan dari
orang tua sesuai Pasal 872 KUH Perdata.
Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal
43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dari "Anak yang
dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya" menjadi "Anak yang
dilahirkan di luar perkawinan mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya, keluarga
ibunya, serta ayahnya yang dapat dibuktikan
secara ilmiah atau alat bukti hukum lainnya,
termasuk hubungan perdata dengan keluarga
ayahnya." Akibat hubungan hukum perdata
antara anak dan ayah biologis di luar
perkawinan, sesuai Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, berlaku
umum, baik akibat perzinaan, perkawinan
monogami di bawah tangan, maupun poligami
di bawah tangan, sehingga menimbulkan hak
dan kewajiban hukum timbal balik antara
kedua belah pihak. Menurut Keputusan MK
Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di
luar perkawinan masih bisa memiliki hubungan
perdata dengan ayah biologisnya jika hubungan
darah tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah
atau dengan alat bukti hukum lainnya
(Bowontari, 2019:10). Tujuan utama
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan
Nomor  46/PUU-VIII/2010 adalah  untuk
menegaskan bahwa setiap anak, termasuk yang
lahir di luar perkawinan, berhak atas
perlindungan  hukum yang menyeluruh,
termasuk hak waris. Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa Undang-Undang harus
menjamin keadilan dan perlindungan hukum
bagi setiap anak tanpa memandang status
kelahirannya. Penolakan seorang ayah biologis
untuk mengakui anaknya menimbulkan stigma
negatif dan merugikan anak secara sosial dan
psikologis, yang bisa dihindari jika ayah
mengakui hubungan perdata tersebut.



Perbedaan Hak Waris Anak Sah Dalam
Perkawinan Dengan Anak Tidak Sah Di Luar
Perkawinan

Anak digolongkan menjadi dua: anak sah
dalam perkawinan dan anak di luar
perkawinan. Pasal 42 UU Perkawinan No. 1
Tahun 1974 menyatakan anak sah adalah
yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan
yang sah. Pasal 43 ayat (1) menjelaskan anak
di luar perkawinan hanya memiliki hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam,
anak sah juga termasuk hasil pembuahan
suami istri yang sah di luar rahim dan
dilahirkan oleh istri tersebut. Dalam hukum
adat, ada beberapa jenis anak: anak sah, anak
kandung, anak angkat, anak tiri, dan anak
yang lahir di luar perkawinan. Anak sah lahir
dari perkawinan yang sah menurut agama dan
kepercayaan. Anak kandung lahir dari kedua
orang biologisnya. Anak angkat diperlakukan
seperti anak kandung oleh orang vyang
mengangkatnya. Anak tiri lahir dari pasangan
yang berpisah. Anak di luar perkawinan lahir
dari orang yang tidak memiliki suami atau dari
pasangan yang tidak menikah secara sah.
Sistem hukum waris di Indonesia meliputi
hukum eropa (KUHPerdata), hukum adat, dan
hukum islam yang berlaku bagi umat muslim
sesuai Kompilasi Hukum Islam. Berbagai
sistem ini memengaruhi pemahaman tentang
hukum  waris, sebagaimana dijelaskan
selanjutnya (Abdulkadir, 2000:6). Sistem
Hukum Kewarisan Perdata Barat berlaku bagi
nonmuslim di Indonesia dan diatur dalam
KUHPerdata. Hukum waris perdata membagi
harta secara individual sesuai Pasal 830-1130
KUHPerdata, melalui pewarisan absentantio
(berdasarkan undang-undang) atau
testamentair (berdasarkan surat wasiat).
Golongan ahli  waris termasuk anak,
istri/suami, adik/kakak, dan kakek/nenek.

Sistem Hukum Kewarisan ~ Adat
membedakan anak sah dalam perkawinan
menjadi tiga sistem kekeluargaan: patrilineal,
matrilineal, dan parental. Dalam sistem
patrilineal, hanya anak laki-laki yang menjadi
ahli waris, meskipun anak perempuan bisa
menerima harta dari orang tua. Ahli waris
dalam sistem patrilineal meliputi anak laki-
laki, anak angkat (untuk harta pencaharian),
orang tua, saudara kandung, keluarga
terdekat, dan persekutuan adat jika tidak ada
ahli waris sebelumnya. Ahli waris dalam
sistem kekeluargaan parental meliputi anak

laki-laki dan perempuan dengan hak yang
sama, orang tua jika tidak ada anak, saudara
jika tidak ada orang tua, dan jika tidak ada ahli
waris, harta warisan diserahkan ke desa. Anak
angkat hanya berhak mewarisi harta
pencaharian. Dalam sistem kekeluargaan
matrilineal, anak-anak hanya dapat menjadi
ahli  waris dari ibu, termasuk harta
pencaharian dan harta pusaka. Ahli waris
dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam adalah
orang yang memiliki hubungan darah atau
perkawinan dengan pewaris, beragama Islam,
dan tidak terhalang secara hukum untuk
menjadi ahli waris sesuai Pasal 171 butir c
Kompilasi Hukum Islam. Anak di luar
perkawinan seringkali memiliki kedudukan
hukum yang lemah, terutama dalam proses
peralihan harta warisan. Kompilasi Hukum
Islam tidak mengatur dengan jelas tentang
wanita hamil dapat dikawini oleh pria yang
menghamilinya, meninggalkan ruang untuk
multitafsir. Namun, dalam pandangan lain, hal
ini dapat dianggap sebagai solusi untuk
melindungi kehormatan keluarga wanita yang
hamil tanpa ayah yang bertanggung jawab.
Untuk memperjelas status hukum anak,
Undang-Undang Perkawinan menuntut bukti
autentik  seperti akta kelahiran yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil setempat, atau pengadilan
dapat menetapkan identitas anak
berdasarkan bukti tertentu jika akta kelahiran
tidak ada. Anak luar kawin perlu diakui oleh
orang tua biologisnya untuk mendapatkan hak
waris menurut KUH Perdata Pasal 872, karena
hanya mereka yang memiliki hubungan
keperdataan dengan pewaris yang berhak
mewarisi. Dalam berbagai sistem hukum
termasuk adat, Islam, dan barat, anak-anak
yang diwarisi merupakan golongan ahli waris
yang paling penting karena keberadaan
mereka menutup golongan ahli waris lainnya.

Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak
di luar perkawinan Dapat Dijadikan Acuan
Hakim Memutus Perkara Hak Waris Anak Di
Luar Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan No. 1
tahun 1974 ("UUP") merupakan alat rekayasa
sosial yang sesuai dengan cita-cita pembinaan
hukum nasional dan falsafah Pancasila, serta
dibentuk untuk menciptakan keseragaman
hukum perkawinan bagi seluruh masyarakat
Indonesia. Masalah muncul dari Putusan



Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/PUU-
VII1/2010 tentang Pengakuan Status Anak Luar
Kawin, yang timbul dari kasus Hj. Aisyah
Mochtar alias Machica dan Muhammad Igbal
Ramadhan yang merasa dirugikan oleh Pasal 2
ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) dalam Undang-
Undang Perkawinan terkait dengan status
anak hasil perkawinan "Kawin Siri". Akibat
dilanggar hak konstitusionalnya, Undang-
Undang  Perkawinan telah  merugikan
pemohon yang sah secara agama namun
dianggap tidak sah menurut hukum negara.
Hal ini juga berdampak pada status anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut, yang
mengalami  perlakuan  diskriminatif dan
kehilangan hak waris dari ayah biologisnya.
Perlakuan ini tidak sejalan dengan norma
hukum dan agama yang menyatakan
perkawinan pemohon adalah sah. Hak
konstitusional adalah hak yang dijamin oleh
Undang-Undang Dasar 1945, seperti hak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang
dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.
Dalam memutus suatu perkara, hakim juga
melakukan politik hukum dengan
mempertimbangkan asas-asas dan dasar-
dasar hukum untuk membangun cita hukum
nasional yang mencerminkan perasaan
keadilan bagi rakyat Indonesia.

MK dalam pimpinan Mahfud MD
menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU
Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945.
MK memutuskan bahwa Pasal tersebut harus
diubah menjadi "Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut
hukum mempunyai hubungan darah, termasuk
hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."
Hal ini dilakukan untuk memberikan hak-hak
yang sama kepada anak hasil kawin siri dengan
anak yang dilahirkan dari perkawinan sah,
dengan syarat bukti biologis yang sesuai
melalui tes DNA atau tes lainnya yang sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Putusan MK tersebut memiliki
dampak luar biasa di Indonesia karena
menjamin hak-hak anak hasil kawin siri atau
kawin yang tidak tercatat, menghapus efek
buruk dari Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan,
dan menghilangkan potensi kejahatan terkait
hal tersebut. Hal ini merupakan bentuk
reformasi hukum modern dan menunjukkan

keputusan yang progresif dalam memelihara
ketertiban sosial, meskipun anak hasil zina
tetap dikecualikan dari pengecualian nasab
dengan bapak dan keluarga bapak karena
melanggar norma hukum nasional dan agama.

Model Rekontruksi Hukum Yang Dapat
Diakomodasi Oleh Hakim Kedalam Hukum
Perkawinan Yang Berkenaan Dengan Putusan
Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010 Tentang Status Anak di luar
perkawinan

Sebagaimana  dinyatakan  dalam
putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut
pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
yang dinyatakan harus dibaca, bukan hanya
sekedar itu, melainkan harus ada perubahan
bunyi pasal, sehingga putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 tentang
status anak luar di atas, menjadi lebih pasti.
Dengan demikian, rekonstruksi hukum yang
dikehendaki menurut  penulis  adalah
perubahan bunyi pasal 43 ayat (1)
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menjadi Anak yang dilahirkan di
luar  pernikahan  mempunyai  hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat
bukti lain  menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk memiliki hubungan
perdata dengan keluarga ayahnya. Sehingga
lahir pasal dalam undang-undang yang lebih
responsif, mewujudkan kepastian hukum dan
memenuhi rasa keadilan hukum serta
kemanfaatan bagi anak luar nikah.

Untuk  mewujudkan  rekonstruksi
hukum tersebut, maka perlu didorong, baik
terhadap pemerintah maupun anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera
melakukan upaya upaya progresif agar
rekonstruksi hukum tersebut dapat
diwujudkan. Bentuk rekonstruksi hukum yang
seharusnya adanya pemilahan terhadap
kedudukan pernikahan kedua orang tuanya,
serta kedudukan hukum anak tersebut.
Pemilahan status pernikahan kedua orang
tuanya misalnya adannya pernikahan yang
sesuai dengan agama, namun tidak memenuhi
syarat undang-undang, yaitu tidak tersecatat.
Sedangkan dalam masalah setatus anak,
misalnya ada anak luar nuikah dan ada anak
zina. Terhadap anak luar nikah maka hubungan
keperdataan meliputi hubungan nasab, tetapi



terhadap anak zina, hubungan keperdataan
tidak termasuk didalamnya hubungan nasab.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
47/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar
nikah hanya berlaku bagi anak yang lahir bagi
pernikahan siri (pernikahan tidak tercatat),
sedangkan anak yang lahir diluar ketentuan itu,
termasuk anak zina tidak terkomodir dalam
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Mengenai hak anak luar nikah dari pernikahan
siri (pernikahan tidak tercatat) berbeda dengan
hak anak zina, anak dari pernikahan siri
(pernikahan tidak tercatat) memiliki hubungan
nasab dan hubungan keperdataan dengan
ibunya keluarga ibunya, serta bapaknya
sepanjang dapat dibuktikan memiliki hubungan
darah. Sedangkan terhadap anak zina hanya
memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan
keluarga ibunya, terhadap bapak biologisnya
sekalipun dapat dibuktikan memiliki hubungan
darah, hanya memiliki hubungan keperdataan
semata.

Yang lebih penting dengan
rekonstruksi hukum diatas, diharapkan tidak
ada lagi anak-anak yang terlantar akibat
kesalahan perbuatan orang tuanya, baik karena
pernikahannya yang tidak sah, karena tidak
tercatat, maupun akibat hubungan tanpa nikah,
yang mengakibatkan lahirnya anak zina, anak
tidak sah. Di samping itu, rekonstruksi hukum
juga dapat mengakomodir putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang
status anak luar nikah, Fatwa MUI Nomor 11
Tahun 2012 tentang status anak zina dan
perlakuan terhadapnya, serta dapat mengisi
kekosongan hukum pasal 43 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yang menyatakan bahwa,
kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas
selanjutnya akan diatur dalam peraturan
pemerintah, yang sampai saat ini, usia undang-
undang 47 tahun, peraturan pemerintah
tersebut belum ada.

4. KESIMPULAN

Setelah penulis mengemukakan beberapa
persoalan mengenai Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang
Status Anak Di Luar Perkawinan, penulis
mencoba membuat konklusi. Konklusi yang
akan penulis kemukakan di bawah ini
merupakan intisari dari pembahasan skripsi ini.

Adapun konklusi atau kesimpulan yang dapat
penulis sebutkan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan  Mahkamah
Konstitusi memberikan pengakuan
terhadap hak-hak anak luar kawin
harus dilaksanakan oleh semua pihak
terkait, sejalan dengan ketentuan yang
diatur dalam Pasal 59 ayat 2 huruf o
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
tentang Perlindungan Anak, bahwa
setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh dan berkembang serta
berhak atas perlindungan  dari
kekerasan dan diskriminasi, termasuk
perlindungan khusus kepada anak
yang menjadi korban stigmatisasi dari
pelabelan terkait dengan kondisi orang
tuanya.

2. Perbedaan hak waris antara anak sah
dan anak tidak sah dalam perkawinan
terletak pada status hukum dan
hubungan perdata yang mereka miliki
dengan orang tua mereka. Anak sah
memiliki status hukum yang sah dan
berhak mewaris dari ayah dan ibunya,
sedangkan anak tidak sah tidak
memiliki status hukum yang sah dan
tidak berhak mewaris dari ayahnya.
Dalam hukum perdata, anak sah
memiliki status sebagai subjek hukum
yang sah dan berhak mewaris dari
ayah dan ibunya. Anak sah diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) dan memiliki
hak waris yang sama dengan anak
yang lahir dalam perkawinan yang sah.
Sebaliknya, anak tidak sah tidak
memiliki status hukum yang sah dan
tidak berhak mewaris dari ayahnya.
Anak tidak sah hanya memiliki
hubungan perdata dengan ibunya dan
tidak memiliki hak waris dari ayahnya.
Dalam hukum adat, anak tidak sah
hanya memiliki hubungan perdata
dengan ibunya dan tidak memiliki hak
waris dari ayahnya.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak
di luar perkawinan memiliki relevansi
yang signifikan dalam memutus
perkara status hak waris anak di luar
perkawinan. Putusan ini juga
mencerminkan prinsip Persamaan di



Saran

1.

hadapan hukum (equality before the
law) yang dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
Prinsip ini menegaskan bahwa setiap
orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum. Dalam
konteks status hak waris anak di luar
perkawinan, prinsip ini berarti bahwa
anak di luar perkawinan memiliki hak
yang sama dengan anak yang lahir
dalam perkawinan yang sah untuk
mewaris dari ayahnya, jika ayahnya
dapat dibuktikan. Hakim dapat
menggunakan  prinsip-prinsip  yang
diatur dalam putusan ini, seperti
pengakuan status anak di luar
perkawinan, prinsip equality before
the law, penggunaan alat bukti, dan
kedudukan hukum, untuk memutus
perkara status hak waris anak di luar
perkawinan yang adil dan
sesuai dengan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak
di luar perkawinan telah berimplikasi
pada hukum perkawinan Indonesia,
terutama dalam hal status hukum
anak vyang dilahirkan di luar
perkawinan. Hakim dapat
menggunakan ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk menentukan status
ayah seorang anak di luar perkawinan.

Dalam putusan ini, hakim telah
memutuskan bahwa anak yang
dilahirkan di  luar  perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan
ayah biologisnya  yang  dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Dalam

putusan ini, hakim telah memutuskan
bahwa anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hak yang
sama dengan anak yang lahir dalam
perkawinan yang sah untuk mewaris
dari ayahnya, jika ayahnya dapat
dibuktikan, serta  memperhatikan
perlindungan hak asasi manusia anak.

Bagi para masyarakat umum
diharapkan untuk lebih mengetahui

status  anak  luar
implikasinya  terhadap
serta diskriminasi terhadapnya,
sehingga muncul kesadaran atas
dampak negatif dari pergaulan bebas
dan perzinaan, serta lebih menghargai
urgensi perkawinan terhadap
keberlangsungan generasi tanpa
diskriminasi.

Bagi orang orang yang patuh pada
hukum alangkah baiknya sebelum
membagi warisan kepada anak luar
kawin harus memahami terlebih dahulu
ketentuan dan syarat syarat bagaimana
membagi warisan bagi anak luar kawin.
Pada peraturan hukum perdata anak
luar kawin mendapat bagian jika sudah
ada pengakuan dari ayah biologisnya,
dan dalam hukum Islam anak luar
kawin bisa mendapatkan bagian waris
hanya dari ibunya dan keluarga ibunya
saja.

kawin, dan
hak-haknya,
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